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INama Standar Operasional Prosedur

SOP LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi

3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07/KPK/2005 tentang tata cara pendaftaran,
pengumuman dan pemeriksaan LHKPN

4. Peraturan KPK Rl Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Rl Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara

5 Surat Edaran Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun
2012 tentang kewajiban penyampaian dan sanksi atas keterlambatan penyampaian LHKPN di
Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah

6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

7. Peraturan Gubenur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau,

8. Peraturan Gubenur Riau Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Gubenur Riau Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasiona
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Riau.

1. Sarjana

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang LHKPN
3. Memahami Tata Cara pengisian LHKPN

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
2. KPKRI

1. Buku Register
2. Komputer

3. Laptop

4. Printer

LS. Meja dan Kursi
6. Akses Internet
7. Ruang ber AC

PERINGATAN

8. Cap BKDdIl.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum dan
sesudah memangku jabatan, apabila belum melaporkan setelah 3 (tiga) bulan memangku jabatan
akan diberikan sanksi

1. Pejabat wajib LHKPN




LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

PELAKSANA MUTU BAKY
KEPALA
NO KEGIATAN
SUBBAGIAN KEPALA KEPALA FUNGSIONALSUB
FRONT OFFIC KOM! HK| LHK
R E KEPEGAWAIAN ISI LHKPN | WAJIB PN KEPALA OPD BADAN BIDANG KOGRDINATOR STAF KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT KETERANGAN
DAN UMUM
1 |Petugas front office menerima dan menganalisis Derkas
pengajuan dan kelengkapan persyaratan dari Pegawai yang 15 menit Menganaiisa
mengajukan permohcnan kelengkapan
2 |Berkas Lengkap atau tidak lengkap petugas Front office akan
memproses sesuai berkas persyaratan yang teiah diajukan 5 menit Menerima atau
menolak berkas
3 |Petugas front office meneruskan dokumen usulan dan
kelengkapan persyaratan ke Subbagian Kepegawaian dan N| 2 harl Lembar Register
Umum untuk dilakukan register surat masuk
4 |Kepala Subbagian Kepegawsian dan Umum meneruskan
permaohcnan dan kelengkapan persyaratan Ke Kepaia Badan I_j 1 hari Lembar [Hsposisi
6 [Berkas yang sudah sampa ke kaban, lalu Kepala Badan
menerbitkan disposisi ke bidang terkait Ej 15 menlt Lembar Disposisi
& |Menerima Surat permintaan nama-nama pejabat wajis LHKPN
dari KPK dan mengarahkannys kepada kepala Bidang
perxiayagunaan dan pembinaan (disposisi/arahan) Disposisi S Menit Disposisi
7 |Xepala Bidang pendayagunaan dan pembinaza memenntahkan
Fungsional Sub Koordinator Disiplin danPengawasan untuk
memndakianjuti Surat KPK R/ (disposisi/ arahan) Disposisi/ Arahan 10 Menit | Disposlsif Arahan
a—
8 [Memerintahkan Staf untuk memproses nama-nama pejabat
yang wajib LHKPN (disposisifarahan} _J Disposisi/ Arahan 10 Menit |  Disposisi/ Arahan
9 |Mendata Pejabat Penyelenggara Negara yang Wajib LEKPN j_:
! Data-data Nama
isl/ Arah t i
Iﬂ Disposisl/ Arahan 2 hart Pefaisat Walib LHKPN Adanya perbaikan
10 {Mengoreksi draf nama-nama penyelenggara Negara wajib
LHKPN Oraf Nama-Nama Watib ; Draf Nama-Nama
20 M i
LHKPN OMenit | | abat Wajls Lugpy | Adavaperbakan
11 [Menelaah ¢an memaraf nama-nama sejabat wajib LHKPN
Draf Nama-Nama N " beiab
Pejabal Wajib LHKPN | 30 penit | PAM-ama PeIZhat 4 g 0y, perbaikan
N Wajib LHKPN
yang sudah ditelaah
12 {Menandatangani nama-nama Pejabat wajib LHKPN untuk
diteruskan ke bagian LHKPN KPK Rt di jakarta Hama-Nama Pejabat
Nama-nama Pejabat 3 hari Wajib LHKPN slap Surat ketuar
Wajib LHKPN dikirim ke bagian
LHKPN KPKRI
13 [Menindaidanjuti surat edaran terkait LHKPN dari KPK, eetelah
nama-nama lelah terdaftar di kormisi LHKPN KPK RI, BKD
Provinsi Riau merbuat Surat Edaran beserta Farmulir Membuat Draf Sueat
terlampir Ke OPD di ingkungan Provinsi Riau untuk diisi bag _)D—_)E__ tdaran Ke OPD 1 har! Surat Edaran LHKPN Surat keluar
Pejabat wajlb LHKPN berserta Foto Copy KTP 1 Lembar aran Re
14 |Setelah formulir diis) dan melampirkan Foto Copy KTP bagi - -
wajib lhkpn diteruskan ke BKD Bidang pendayagunaan dan BKD Menerima Berkas/ | Bharl | oo oy ey | A93Y2 Perubishan
pembinaan A Farmulir Wajib LHKPN kerja Aturan
15 |[Setelah ditenma formulir tersebut oleh Bidang pendayagunaan

gan pembinaan oleh kabxd digruskan Fungswonal Sub




Koordinator, Fungsional Sub Kaordinator memerintahkan staf . . Adanya Perubahan
yang teiah ditetapkan sebaga admin cleh Pejabat Komisl Disposisi/ Arahan | 15 Menit | Dispasisi/ Arahan Ataran
LHKPN KPK RI .._)‘ |. R
16 |Setelah diimput oleh Admin BKD bagian LHKPN untuk
{dikonfirmasikan kembali Kekantor LHKPN jakaria Mengkonfirmasikan Ke . Adanya Perubahan
4 minggu Jawatian
Kantor LHKPN Jakarta Aturan
17 |Setelah diterima cieh Admin LHKPN di Jakarta dan diverifikasi
maka akan dikiim |D dan Pasworc ke Email yang wajiz Wajik LHKPN akan
LHKPN berdasarkan istan Formuiir yang telah di Menerima 10/ 3 bulan W/ Pasword Wajia Adanya Perubahan
input/didaftarian okeh Admin BKD bagian LHKPN Password dari LHIKPN 1HKPN Aturan
Jakarta
18 |Komist akan menyampalkan hasil Verifikasi kepada
Penyelenggara Negara paling lambat €0 hari kerja sejak t— Berkas Wajib LKKPN | 60 hari I
LHKPN di sampaikan I akan diverifixasi ketja ¢
19 [Apabila hasi) Verifikasi administratil belum lengkap maka
komisi akan menyampaikan bagian-bagian yang hanya Berkas akan " "
diperukan atau dilengiapi penyelenggara negara ,I_Jj dikermnbalian apablla | 30 hari Perbaikan Berkas Wajib Adanya perbaikan
| — LHKPH
belum tengkap
20 {Selanjutnya Admin BKD bagian LHKPN Provinsi Riau 8KD
menghonfimasikan ke Pejabat wajb LHKEN untui Mengkanfirmasikan ke [ 1 harl 10 Wajib LHKPM Adanya Perubahan
mengkroscek Email yang bersangkutan Waiib LHKPN Aturan
21 [Apakah telah dikiim Of Pagword untuk membuka ink LHKPN BKD
Mengkonfirmasikan ke | 1 hari 1D Wajib LHKPN
Wajit LHKPN
22 |Hasil akhir Pejabat Penyelenggara Negara waji: LHKPN telah
tisa mengakses sendir dan mengisi biodata dan mengisi . Pejabat wajib LHKPN
harta kekayaan bag wajib LHKPN (bagl telah menerima telah BisaMengakses | o L L INK LHKEN
IDfAPasword dar Kommsi LHKPN pusat secara elekironik laman mandiri apatita sudah
resmi komisi mendapatkan I
23 |Bag: yang belum menenima 1D/Pasword dari Kamisi LHKPN
pusat maka dapat menghubungi Admin BKD bagian LHKPN .. Wajib LHKPN
Wajio LHKPN "
Prowviris Riay Mengkonfirmasikan adanya Perubahan
Mengkonfirmasikan ke | 1 hari d )
‘admin BKD kembali ke Adrrin BKD/ Aturan Baru
Admin LHKPN KPK RI
24 [Peraturan baru Pengeicia LHKPN selanjutnya akan di keiola Tidak
olsh Inspektorat Daerah Provinst Riau Peruban Aturan Bary pa:ﬁ Perubahan Aturan BarujPerubahan Aturan Baru




STANDAR PELAYANAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI RIAU

JENIS PELAYANAN: LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

KOMPONEN

1 iDasar Hukum

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
bersih bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07/KPK/2005 tentang tata cara
pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN

Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK R|
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Surat Edaran Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 5 Tahun 2012 {entang kewajiban penyampaian dan sanksi atas
keterlambatan penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

2 |Persyaratan

Surat Pengantar dari OPD

Formulir yang telah diisi bagi wajib LHKPN
Foto copy KTP

SK Jabatan Tinggi Pratama

3 |Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

-l o W AN -

-~ o O

10

11

12

13

14

Menerima Surat permintaan nama-nama pejabat wajib LHKPN dari KPK dan
mengarahkannya kepada kepala Bidang pendayagunaan dan pembinaan
(disposisifarahan)

Kepala Bidang pendayagunaan dan pembinaa memerintahkan Fungsionai Sub
Koordinator Disiplin dan Pengawasan untuk menindaklanjuti Surat KPK R
(disposisi/ arahan)

Memerintahkan Staf untuk memproses nama-nama pejabat yang wajib LHKPN
(disposisi/ arahan)

Mendata Pejabat Penyelenggara Negara yang Wajib LHKPN
Mengoreksi draf nama-nama penyelenggara Negara wajib LHKPN
Menelaah dan memaraf nama-nama pejabat wajib LHKPN

Menandatangani nama-nama Pejabat wajib LHKPN untuk diteruskan ke bagian
LHKPN KPK RI di jakarta

Menindaklanjuti surat edaran terkait LHKPN dari KPK, setelah nama-nama telah
terdaftar di komisi LHKPN KPK RI, BKD Prov. Riau membuat Surat Edaran
beserta Formulir terlampir Ke OPD di lingkungan Provinsi Riau untuk diisi bagi
Pejabat wajib LHKPN berseria Foto Copy KTP 1 Lembar

Setelah formulir diisi dan melampirkan Foto Copy KTP bagi wajib LHKPN
diteruskan ke BKD Bidang pendayagunaan dan pembinaan

Setelah diterima formulir tersebut oleh Bidang pendayagunaan dan pembinaan
oleh kabid diteruskan Fungsional Sub Koordinater, Fungsional Sub Koordinator
memerintahkan staf yang telah ditetapkan sebagai admin oieh Pejabat Komisi
LHKPN KPX RI

Setelah diimput oleh Admin BKD bagian LHKPN untuk dikonfirmasikan kembali
Kekantor LHKPN jakarta

Setelah diterima oleh Admin LHKPN di Jakarta dan diverifikasi maka akan dikirim
ID dan Pasword ke Email yang wajib LHKPN berdasarkan isian Formulir yang
telah diimput/ didaftarkan oleh Admin BKD bagian LHKPN

Komisi akan menyampaikan hasil Verifikasi kepada Penyelenggara Negara paling
lambat 60 hari kerja sejak LHKPN di sampaikan

Apabila hasil Verifikasi administratif belurn lengkap maka komisi akan
menyampaikan bagian-bagian yang hanya diperiukan atau dilengkapi
penyelenggara negara




NO

KOMPONEN

15

16
17

URAIAN

Selanjuinya Admin BKD bagian LHKPN Provinsi Riau mengkonfirmasikan ke
Pejabat wajib LHKPN untuk mengkroscek Email ybs

Apakah telah dikirim 1D/ Pasword untuk membuka link LHKPN

Hasil akhir Pejabat Penyelenggara Negara wajib LHKPN ielah bisa mengakses
sendiri dan mengisi bicdata dan mengisi harta kekayaan bagi wajib LHKPN bagi
telah menerima ID/Pasword dari Komisi LHKPN pusat secara elektronik laman
resmi komisi

18 |Bagi yang belum menerima |D/Pasword dari Komisi LHKPN pusat maka dapat
menghubungi Admin BKD bagian LHKPN Provinsi Riau
19 |Peraturan baru Pengelola LHKPN selanjutnya akan di kelola oieh Inspekiorat
Daerah Provinsi Riau
4 |Wakiu Penyelesaian Tidak ditentukan, Pelaporan LHKPN ditetapkan 1 (satu) Tahun per 31 Desember
paling lambat disampaikan 31 maret
5 |Biaya/ Tarif Tidak dipungut biaya/Gratis
6 |Produk Layanan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
7 |Sarana dan Prasarana dan atau Buku Register, Komputer, Laptop, Printer Ruang AC, Meja, Kursi, Akses internet,
Fasilitas lainnya ATK Cap BKD, dll.
8 |Kompetensi Pelaksana 1 Sarjana
2 |Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang LHKPN
3 {Memahami Tata Cara pengisian LHKPN
9 |Pengawas Intemnal Supervisi Atasan Langsung
10 [Penanganan Pengaduan, saran Pengaduan, saran dan bisa menghubungi kontak person LHKPN di jakarta
dan masukan
11 |Jumlah Pelaksana Tidak ditentukan
12 |Jaminan Pelayanan Pelaksana/ Petugas mempunyai kompetensi dalam menjalankan tupoksi dan
bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
13 |Jaminan Keselamatan dan 1 |Tersedianya pendingin ruang dan kursi/ meja pertemuan
Keamanan Pelayanan 2 |Tersedianya tabung pemadam kebakaran
14 |Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap ada perubahan Peraturan baru




